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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Berdasarkan Pasal 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang.”1 Sebelumnya kewenangan notaris diatur pula dalam Pasal 

15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa 

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang 

pembuatan akta, tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.2   

                                                             
1"Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.). 
2Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan 

Notaris, Cetakan Pe (Yogyakarta: UII Press, 2017). 
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Dengan demikian Pasal 1 dan 15 UUJN menegaskan bahwa tugas 

pokok notaris ialah membuat akta autentik yang mana akta tersebut 

memberikan masing-masing pihak suatu pembuktian yang sempurna. 

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu 

akta autentik memberikan para pihak yang membuatnya suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dengan 

demikian profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting 

karena profesi notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

menciptakan alat pembuktian yang sempurna.3 Dengan wewenang 

dan tanggung jawab tersebut maka, notaris diharapkan dapat 

menjalankan tugas secara profesional dengan menegakan integritas 

yang tinggi. 

Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus yang 

melibatkan notaris yang dalam menjalankan tugasnya, melakukan 

pelanggaran berupa ketidak patuhan terhadap hukum, mengabaikan 

kewajiban profesional, penyalahgunaan wewenang maupun konflik 

kepentingan seperti dalam pembuatan akta nominee yang mana akta 

ini seringkali dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengelabuhi hukum di Indonesia, padahal pada Pasal 16 ayat 1 UUJN 

menyebutkan bahwa “Notaris dalam menjalankan tugasnya, tidak 

                                                             
3Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik,” Jurnal Ilmu 

Hukum 3, no. 1 (2020). 
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boleh berpihak dan harus menjalankan tugas secara independen.”4 

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris seringkali terjadi 

pada proses pembuatan akta nominee. 

Akta nominee pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam nama 

(nominee agreement) yang dituangkan dalam bentuk akta, akta 

nominee merupakan jenis dokumen hukum yang digunakan untuk 

menyembunyikan identitas sebenarnya dari pemilik sah aset atau 

kepemilikan sah suatu entitas, hal ini dapat digunakan dalam beberpa 

konteks terutama dalam upaya untuk menjaga privasi atau 

mengamankan suatu aset. Akta nominee seringkali dimanfaatkan oleh 

para warga negara asing yang bertujuan untuk berinvestasi dan 

memiliki suatu asset tanah di Indonesia yang diketahui sangat 

berpotensi besar bagi investor mancanegara, dengan cara meminjam 

nama warga negara Indonesia.5  

Mengenai akta nominee yang merupakan akta pinjam nama yang 

dimanfaatkan warga negara asing untuk mendapatkan hak milik atas 

tanah di Indonesia, sangat jelas bahwa hal ini merupakan perbuatan 

yang sejak awal memiliki itikad buruk, dimana terdapat suatu niat 

untuk mengelabui hukum Indonesia seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan 

                                                             
4"Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.). 
5Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas 

Tanah Oleh WNA,” Sasi Jurnal fakultas hukum pattimura 25, no. 1 (2019): 36. 
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Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu “Hanya warga negara 

Indonesia (WNI) sajalah yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya 

dengan bumi, air serta ruang angkasa.”6 Namun dikarenakan belum 

adanya aturan yang jelas mengenai akta nominee ini, maka praktek 

pembuatan akta nominee ini masih sering terjadi. 

Praktik pembuatan akta nominee ini pada dasarnya dapat 

merugikan masing-masing pihak terkait, dengan sangat jelas hal ini 

dapat merugikan negara Indonesia dimana tanah yang seharusnya 

hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia namun pada 

kenyataannya dimiliki dan digunakan kemanfaatannya oleh warga 

negara asing, hal ini bertentangan dengan prinsip nasionalitas yang 

dianut dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA).7 

Praktik pembuatan akta nominee ini, akan berdampak bagi 

Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakannya dikemudian hari, 

yang mana jika terjadi sengketa pada tanah yang digunakan, maka 

berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa setiap jual beli, 

penghibahan, pemberian wasiat maupun perbuatan lainnya yang 

dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak 

milik kepada warga asing, kepada warga negara yang disamping 

                                                             
6"Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” 

(n.d.). 
7Retno Sulistyaningsi, “Reformasi Agraria di Indonesia,” Perspektif Jurnal 26, no. 1 

(2021): 36. 
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kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing 

atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh 

pemerintah, maka tanahnya akan kembali ke negara.  

Berdasarkan hal-hal diatas, terjadi gugatan perdata seperti pada 

putusan Mahkamah Agung Nomor. 2959 k/Pdt/2022 mengenai 

penguasaan tanah di Indonesia oleh warga negara Australia yang 

didapatkannya melalui pembuatan akta nominee dihadapan notaris, 

yang seiring berjalannya waktu terdapat sengketa oleh warga negara 

Indonesia yang dipinjam namanya dalam proses pembelian tanah 

terhadap warga asing yang merupakan pemilik tanah sebenarnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya penegakan hukum yang 

tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta 

nominee yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Atas 

dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk 

tesis dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS 

TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG 

DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM AKTA NOMINEE JUAL BELI 

TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2959 

K/PDT/2022)”.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari 

penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, 

maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Praktik 

Pembuatan Akta Nominee Jual Beli Tanah Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan? 

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Nominee Jual Beli Tanah 

Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

No.2959 K/Pdt/2022?  

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Dengan Akta 

Nominee Jual Beli Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

No. 2959/K/Pdt/2022? 

  
C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris 

terhadap praktik pembuatan akta nominee jual beli tanah sesuai 

dengan perundang-undangan. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta nominee jual beli 

tanah yang dibuat oleh notaris berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung No.2959 K/Pdt/2022. 

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung No.2959 K/Pdt/2022, terkait dengan 

pembuatan akta nominee. 
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4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan tesis  ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

kenotariatan yang berkaitan dengan akta nominee. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada: 

1. Para Pihak Pembuat Akta Nominee  

a) Investor Warga Negara Asing  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan bagi investor warga negara asing, 

agar tidak melakukan praktik-praktik ataupun aktivitas ilegal 

terhadap kekayaan alam Indonesia khususnya tanah ataupun 

lahan untuk dilakukannya pembanguna usaha-usaha potensial 

atau bernilai ekonomi tinggi. 

b) Warga Negara Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bagi 

warga negara Indonesia agar senantiasa menumbuhkan 

kesadaran hukum untuk tidak melakukan tidankan-tindakan 

ilegal yang merugikan diri sendiri maupun negara Indonesia 

dengan tidak melakukan perjanjian dengan warga asing untuk 
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memanfaatkan tanah atau lahan di Indonesia dengan cara yang 

ilegal. 

2. Notaris  

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai pedoman teoritik 

normatif dan praktik terkait pembuatan akta nominee yang sesuai 

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.   

3. Pemerintah Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mejadi bahan evaluasi yang 

akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma 

baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau 

membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-

undangan baru yang lain terkait pembuatan akta nominee.  

5. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan 

abstraksidari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.8 

1. Grand Theory  (Teori Keadilan) 

  Dalam penggunaan perjanjian nominee, sangat diwajibkan untuk 

mematuhi aturan hukum yang berlaku, dimana jika terdapat praktik-

praktik atau aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan hukum maka 

                                                             
      8 I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum (Malang: Setara  

Press, 2018), hlm. 12   
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akan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip 

keadilan. Keadilan dalam hal ini merupakan keadilan bagi rakyat 

Indonesia yang pada dasarnya dapat menikmati dan memanfaatkan 

kekayaan alam di negara sendiri yang mana dalam hal ini tidak dapat 

terwujud jika terdapat praktik-praktik yang dilakukan oleh warga 

negara asing untuk memanfaatkan tanah di Indonesia dengan cara 

yang bertentangan dengan aturan hukum.9  

 Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami 

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum 

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah 

dilakukannya. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu10:   

a. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua 

orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua 

orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada 

secara tanpa pandang bulu;  

b. komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu 

dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif 

                                                             
9 Retno Puspo dewi, “Keadilan Rakyat Indonesia Tentang Pemanfaatan Tanah,” 

Jurnal Repertorium 4 no. 1 (2017): 81. 
10 Ricky Simbiring, Teori Hukum : Keadilan Pancasila Dalam Teori Keadilan Aristoteles 

(Aktual Justice, 2018). 
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menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu 

dengan warga yang lain;  

c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, 

dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang 

didalamnya ada proporsi antara hal hal yang didistribusikan 

dengan orang yang menjadi samara distribusi. 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat 

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan 

cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian 

didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan 

aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun 

tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap 

individu Menurut pendapat Utrecht, Kepastian hukum memiliki dua 

pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu.11 Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah mengenai akibat hukum serta tanggung jawab terhadap 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para pihak pada akta 

nominee.  

 

                                                             
11 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Terjemahan:Raisul Muttaqien) (Bandung: Nusa 

Media, 2011). 



   
 

 
 
 

11 

2.  Middle Range Theory (Teori Akibat Hukum) 

Teori Akibat hukum terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang 

dilakukan agar dapat memperoleh suatu akibat yang sesuai kehendak 

para pihak dan yang diatur oleh hukum. Akibat Hukum ialah semua 

dampak yang terjadi apabila subjek hukum melakukan perbuatan 

hukum terhadap objek hukum.12  Dalam menjalankan tugasnya, 

notaris tidak akan terlepas dari akibat hukum, oleh karena itu notaris 

harus sangat menerapkan profesionalitas dan integritas yang tinggi 

dalam menjalankannya, sebagaimana pada proses pembuatan akta 

nominee, yang mana dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan 

akibat hukum terhadap objek hukum itu sendiri. Maka penting bagi 

notaris untuk berhati-hati dalm menjalankan tugas dan tetap patuh 

kepada Undang-Undang. 

 
3. Applied Theory 

1. Teori Perjanjian 

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi 

kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian Istilah perjanjian 

berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dalam Bahasa 

Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian 

dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah  perbuatan dengan 

                                                             
12Soeroso, Penghantar Ilmu Hukum.  
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mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk 

akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak 

lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum 

yang terbentuk akibat sessorang yang berjanji kepada orang lain 

untuk melakukan seauatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah 

menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan 

maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.  

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara 

dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu 

pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Pengertian kontrak atau 

perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi 

kekurangan definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah 

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih13. Teori perjanjian digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab notaris 

terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para pihak 

pada akta nominee. 

 

                                                             
      13A Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik (Makassar:  

Humanities Genius, 2022 hal 22 
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2. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu teori yang menjelaskan 

tentang dasar serta syarat-syarat timbulnya tanggung jawab hukum. 

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk 

mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya yang 

melanggar hukum.  

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, seseorang dapat 

dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang melanggar 

hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :14 

1. Perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan setiap 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik 

peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum. 

2. Kerugian adalah suatu keadaan yang merugikan atau 

menimbulkan penderitaan bagi seseorang. 

3.  Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting 

bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian Istilah 

perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, 

dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menentukan bahwa suatu perjanjian adalah  perbuatan 

                                                             
            14Z.Latif, “Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum” Jurnal Untag Surabaya, 2016. 
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dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.  

6. Definisi Konseptual 

 1. Tanggung Jawab Notaris  

 Tanggung jawab notaris sangat erat kaitannya terhadap 

perjanjian-perjanjian atau perbuatan serta ketetapan-ketetapan yang 

dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu 

memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian 

maupun ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya 

memiliki kepastian hukum.Kehadiran notaris dikehendaki oleh aturan 

hukum agar dapat membantu serta melayani kebutuhan masyarakat 

akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.15  

 Mengenai tugas notaris, maka terdapat beberapa peran dan tugas 

notaris sebagai berikut: 

a. Pejabat Umum 

Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”16 

 

                                                             
15 Valentine Phebe Mowoka, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta 

Yang Dibuatnya,” lex et societatis Jurnal 2, no. 4 (2014): 9. 
16"Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.). 
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b. Akta Autentik  

Tugas utama dari notaris adalah membuat akta otentik 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata “Akta 

otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta 

dibuat.” 

c. Menjamin Kepastian Tanggal 

Dalam tugasnya membuat akta otentik maka notaris diwajibkan 

untuk menjamin kepastian tanggal akta yang dibuatnya, telah 

sesuai dengan tanggal ditanda tanganinya akta tersebut. 

d. Menyimpan Akta  

Disamping tugas-tugas diatas, notaris juga bertugas untuk 

menyimpan akta-akta yang telah dibuat serta ditanda tangani, 

beberapa dokumen yang diharus disimpan oleh notaris berupa 

minuta akta, repertorium, buku daftar akta, klapper dan 

sebagainya.  

Pada dasarnya notaris memiliki wewenang yang bersifat umum 

yang meliputi segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak 

dibuat oleh notaris, dalam arti lain notaris hanya memiliki 

kewenangan membuat akta yang berdasarkan undang-undang. Pada 

Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta autentik memberikan para 

pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 
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termuat di dalamnya. Oleh karena itu profesi notaris merupakan 

profesi yang sangat penting karena profesi notaris diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang 

sempurna.17 Dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka, 

notaris diharapkan dapat menjalankan tugas secara professional 

dengan menegakan integritas yang tinggi, namun pada kenyataannya 

masih terdapat kasus-kasus yang melibatkan notaris yang dalam 

menjalankan tugasnya, melakukan pelanggaran berupa ketidak 

patuhan terhadap hukum, mengabaikan kewajiban professional, 

penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan. 

Disebutkan pada Pasal 16 ayat 1 UUJN bahwa “Notaris dalam 

menjalankan tugasnya, tidak boleh berpihak dan harus menjalankan 

tugas secara independen.”18 Pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan notaris seringkali terjadi pada proses pembuatan akta 

nominee, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No.2959 

K/Pdt/2022 terdapat notaris yang terlibat dalam pembuatan akta 

nominee yang mana dalam pembuatan akta nominee tersebut 

melibatkan warga asing yang bertujuan untuk melakukan pembelian 

tanah di Indonesia dengan menggunakan nama warga negara 

Indonesia yang dalam hal ini dapat merujuk kepada keberpihakan 

                                                             
17Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik,” Jurnal Ilmu 

Hukum 3, no. 1 (2020). 
18"Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.). 
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notaris terhadap warga negara asing yang akan menguasai tanah di 

Indonesia yang pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh 

karena hal tersebut, penting bagi notaris untuk menjalankan tugas 

dengan tetap menganut kepatuhan terhadap peraturan perudang-

undangan di Indonesia, menjunjung tinggi ketentuan kode etik, 

undang-undang jabatan notaris serta peraturan-peraturan lainya. 

2. Akta Nominee 

Akta nominee pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam 

nama (nominee agreement) yang dituangkan dalam bentuk akta. 

Akta nominee merupakan jenis dokumen hukum yang digunakan 

untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari pemilik sah aset 

atau kepemilikan sah suatu entitas, hal ini dapat digunakan dalam 

beberpa konteks terutama dalam upaya untuk menjaga privasi atau 

mengamankan suatu aset. Akta nominee seringkali dimanfaatkan 

oleh para warga negara asing yang bertujuan untuk berinvestasi dan 

memiliki suatu asset tanah di Indonesia yang diketahui sangat 

berpotensi besar bagi investor mancanegara, dengan cara 

meminjam nama warga negara Indonesia.19  

Mengenai akta nominee yang merupakan akta pinjam nama yang 

dimanfaatkan warga negara asing untuk mendapatkan hak milik atas 

tanah di Indonesia, sangat jelas bahwa hal ini merupakan perbuatan 

                                                             
19Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas 

Tanah Oleh WNA,” Sasi Jurnal fakultas hukum pattimura 25, no. 1 (2019): 36. 
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yang sejak awal memiliki itikad buruk, dimana terdapat suatu niat 

untuk mengelabui hukum Indonesia yang berdasarkan Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) “Hanya warga negara Indonesia (WNI) 

sajalah yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan bumi, 

air serta ruang angkasa.”20  

Pada dasarnya akta nominee yang memiliki unsur ketidak 

jujuran para pihak ini tidak boleh dibuat oleh notaris namun pada 

praktiknya, pembuatan akta nominee ini masih sering terjadi. 

Praktik pembuatan akta nominee ini pada dasarnya dapat merugikan 

masing-masing pihak terkait, dengan sangat jelas hal ini dapat 

merugikan negara Indonesia dimana tanah yang seharusnya hanya 

dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia namun pada 

kenyataannya dimiliki dan digunakan kemanfaatannya oleh warga 

negara asing, hal ini bertentangan dengan prinsip nasionalitas yang 

dianut dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA).21  

Akta nominee lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak 

dalam hukum perjanjian, dan karenanya termasuk perjanjian yang 

tidak diatur di dalam undang-undang karena belum terdapat 

                                                             
20"Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” 

(n.d.). 
21Retno Sulistyaningsi, “Reformasi Agraria di Indonesia,” Perspektif Jurnal 26, no. 1 

(2021): 36. 
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pengaturan secara khusus mengenai konsep nominee. Secara 

implisit, perjanjian nominee memiliki unsur-unsur sebagai berikut:22  

a. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak, yaitu 

Beneficial Owner sebagai pemberi kuasa dan Nominee 

sebagai penerima kuasa yaitu yang didasarkan pada adanya 

kepercayaan dari Beneficial Owner kepada Nominee.  

b. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan 

hukum yang terbatas.  

c. Nominee bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari 

Beneficial Owner didepan hukum.  

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian nominee sebagai 

salah satu perjanjian yang tidak diatur secara tegas dan khusus. 

Namun dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang 

menggunakan perjanjian nominee dalam praktik jual beli tanah di 

Indonesia. Pada dasarnya perjanjian nominee di Indonesia 

dimanfaatkan untuk mengelabui hukum di Indonesia dan praktik 

pembuatannya bertentangan dengan hukum, hal ini ditandai dengan 

perjanjian nominee yang dimanfaatkan oleh warga negara asing 

untuk menguasai suatu bidang tanah di Indonesia yang mana hal ini 

jelas melanggar Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan 

                                                             
      22 Yosie Hetarie, Perjanjian Nominee Sarana Penguasaan Hak Milik Tanah Oleh WNA 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi, vol 25. no.1 2019.  
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bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat 

memanfaatkan tanah yang ada di Indonesia.23  

Oleh karena itu, apabila materi atau objek yang diperjanjikan 

oleh para pihak dalam akta nominee tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka 

hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum. Praktik 

pembuatan akta nominee ini pula akan berdampak bagi warga 

negara asing (WNA) yang menggunakannya dikemudian hari, yang 

mana jika terjadi sengketa pada tanah yang digunakan, maka 

berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa setiap jual beli, 

penghibahan, pemberian wasiat maupun perbuatan lainnya yang 

dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak 

milik kepada warga asing, kepada warga negara yang disamping 

kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing 

atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh 

pemerintah, maka tanahnya akan kembali ke negara. 

Berdasarkan hal-hal diatas, terjadi gugatan perdata seperti pada 

putusan Mahkamah Agung Nomor. 2959 k/Pdt/2022 mengenai 

penguasaan tanah di Indonesia oleh warga negara Australia yang 

didapatkannya melalui pembuatan akta nominee dihadapan notaris, 

                                                             
23I Ketut Markeling, “Pelaksanaan Perjanjian Nominee Terhadap Penguasaan Hak 

Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing,” Jurnal Universitas Udayana (2016): 26. 
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yang seiring berjalannya waktu terdapat sengketa oleh warga 

negara Indonesia yang dipinjam namanya dalam proses pembelian 

tanah terhadap warga asing yang merupakan pemilik tanah 

sebenarnya. 

7. Metode Penelitian   

Metode Penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur 

yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, 

dan efisiensi, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan 

sistematis.24 Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka 

metode penelitian yang dipilih penulis yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan 

dalam pembahasan Tesis ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk menguji suatu 

norma aau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.25 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka disini 

digunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

                                                             
24 Irwansyah, Penelitian Hukum ( Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel), ed. 

Ahsan Yunus, Cetakan 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). 
25 Irwansyah. Op.cit. 20. 
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regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang 

ditangani.26 Yang mana dalam Proposal Tesis ini akan 

menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu 

pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat 

para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalanya buku 

literatur, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam 

seminar serta lewat internet. 

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu 

                                                             
26Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010). 
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